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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan

konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor

64/Pdt.P/2025/PN Pwt, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Perlindungan konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri
Purwokerto Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Pwt belum dilaksanakan
secara optimal, namun telah menunjukkan adanya upaya perlindungan
hukum. Putusan ini menegaskan bahwa PT LKM Kedungmas
menjalankan kegiatan usaha tanpa izin operasional dari Otoritas Jasa
Keuangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Perlindungan konsumen tercermin dari pengakuan atas pelanggaran hak
atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak atas kepastian hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf ¢ dan huruf d UUPK, meskipun
belum sepenuhnya memberikan pemulihan hak konsumen secara
menyeluruh.

Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor
64/Pdt.P/2025/PN Pwt berimplikasi pada perlindungan hukum
terhadap konsumen melalui pembubaran badan wusaha dan
timbulnya tanggung jawab ganti rugi, akibat hukum yang timbul tidak
hanya berupa pembubaran PT LKM Kedungmas dan penghentian
kegiatan usaha tanpa izin, tetapi juga menegaskan adanya tanggung jawab

hukum terhadap konsumen atas kerugian yang ditimbulkan. Operasional
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tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan berimplikasi pada kewajiban
pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 ayat (1) UUPK, sehingga pelanggaran legalitas usaha juga
melahirkan  konsekuensi  pertanggungjawaban perdata terhadap

konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis mengajukan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Pelaku Usaha (PT LKM Kedungmas)

Pelaku usaha di sektor keuangan mikro diharapkan untuk
menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, khususnya terkait perizinan usaha, prinsip kehati-
hatian, transparansi pengelolaan dana, serta pemenuhan hak-hak
konsumen. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan prasyarat
utama untuk menjamin perlindungan konsumen dan menjaga
kepercayaan masyarakat.

2. Bagi Konsumen (Nasabah PT LKM Kedungmas)

Konsumen diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum
dan kehati-hatian dalam menggunakan jasa keuangan mikro dengan
memastikan legalitas dan pengawasan lembaga keuangan yang dipilih.
Konsumen juga perlu bersikap aktif dalam meminta informasi yang jelas
mengenai pengelolaan dana serta memanfaatkan mekanisme hukum
yang tersedia apabila hak-haknya tidak terpenuhi.

3. Bagi Pemerintah
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Pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan
koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan dan pengawasan lembaga
keuangan mikro, khususnya yang mengelola dana masyarakat.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dana publik yang digunakan
untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh lembaga yang sah,
transparan, dan akuntabel.

. Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk meningkatkan
pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap lembaga
keuangan mikro, baik yang telah berizin maupun yang belum berizin.
Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah praktik usaha
yang merugikan konsumen serta menjamin terciptanya perlindungan

konsumen yang optimal di sektor keuangan mikro.
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